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Abstrak
 

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah

preskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai

sumber datanya. Yang jadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande

tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat jual beli; bagaimana akta jual beli tersebut dapat disebut

sebagai cacat yuridis sehingga dibatalkan oleh pengadilan dan bagaimanakah pertanggungjawaban PPAT

terhadap akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande yang cacat hukum. Peralihan hak atas tanah karena jual

beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, oleh

karena itu akta jual beli merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat akan tetapi akta PPAT tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila perbuatan

hukum yang dituangkan dalam akta tersebut mengandung cacat yuridis yang disebabkan dalam proses

pembuatannya terdapat unsur melawan hukum yang membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini jual

beli hak atas tanah menjadi batal disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat materiil dalam pelaksanaan jual

beli yaitu penjual bukanlah orang yang berhak menjual maka jual beli hak atas tanah tersebut menjadi batal

demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah terjadi jual beli. Kebatalan akta karena adanya

cacat juridis disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian yaitu adanya cacat

kehendak dalam membuat kesepakatan seperti adanya kekhilafan/kesesatan (dwaling), adanya paksaan

(dwang) dan adanya penipuan (bedrog). PPAT dalam pembuatan aktanya mempunyai tanggung jawab baik

perdata, pidana maupun secara etika dan moral. Hasil penelitian dalam sengketa yang menyebabkan

kebatalan akta jual beli no. 8/Cikande adalah adanya penipuan dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli

yang dilakukan para penghadap yaitu pemalsuan identitas pemegang hak atas tanah yang sah. PPAT dalam

proses pembuatan akta hanya mengkonstatir apa yang para penghadap inginkan, bila terbukti PPAT hanya

menjalankan jabatannya sesuai dengan prosedur perundang-undangan dengan demikian berlakulah pasal 50

dan 51 KUHPidana kepadanya.

......Writing of this thesis used judicial normative method, research of specification was prescriptive analysis,

for collecting data used library research with secondary data. The main of problems are how buying and

selling land of rights number 8/Cikande can fulfill requirement of buying and selling, how deed of sale

called as disability law which had been cancelled by court and how responsibility of PPAT toward deed of

sale land of rights number 8/Cikande which as disability law. The transition of land rights because of buying

and selling only can be registered if can be proved with deed which made by authorized PPAT, therefore

deed of sale constitute of authentic deed which had perfect verification strength value and binding but the

deed can be cancelled by court therefore legal act can be occur in the deed contain disability of law that
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caused in process made of deed had substance unlawful law that gave loss to other side. In this case the

nullification buying and selling land of rights is caused by who didn’t have the authority to sell in the

material requirement buying and selling which caused of from the beginning the transaction never happened.

The nullification deed caused disability law not fulfill the requirement subjective in the agreement there are

any willing disability in the agreement like digression (dwaling), compulsion (dwang) and fraud (bedrog).

PPAT in deed have a responsibility of private law, criminal law, as well as ethical and moral. Responsible of

PPAT in this case was responsible of private law there is unlawful made by PPAT which raises of loss by

litigants caused of issued deed of sale number 57/2003. As a public official who make deed can not be

punished even though do unlawful in process the deed caused that PPAT only doing what parties wanting

and implementation refer to process regulation order Article 50 and article 51 KUHPidana.


